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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) sebagai Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian dalam 

mengawasi keuangan dan pembangunan negara. Pada proses praktik pengawasan 

keuangan negara menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan dan perbedaan 

fungsi antara BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi 

menimbulkan dualisme pengawasan. Sementara, kedua lembaga tersebut seharusnya 

melaksanakan tugas, kewenangan, dan fungsi pengawasan secara selaras sesuai amanat 

konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola keuangan 

negara yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan penulisan ini ialah untuk 

menjelaskan bagaimana kedudukan BPKP sebagai Lembaga Pemerintahan Non- 

Kementerian terhadap mengawasi keuangan negara dan hubungan kerja antara BPKP 

dan BPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam mengawasi keuangan 

negara. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan 

pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, 

jurnal serta penelitian terdahulu. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa BPKP memiliki kedudukan yang berada 

langsung dibawah Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 

dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023. Fungsi utama BPKP melalui audit, 

reviu, evaluasi dan pemantauan serta pemberian konsultasi dalam rangka 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Perbedaan mendasar antara 

BPKP dan BPK terletak pada lingkup fungsi, tugas dan kewenangan. BPK 

menjalankan pengawasan eksternal, sedangkan BPKP berfokus kepada pengawasan 

internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara BPK dan BPKP 

untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan serta mewujudkan tata kelola 

keuangan negara yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 
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